
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  

NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang  : bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi guna 
mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi 

masyarakat pencari keadilan, diperlukan penyesuaian kelas 
pengadilan yang ada sehingga perlu menetapkan Peraturan 

Mahkamah Agung tentang Perubahan Keenam atas Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4958); 

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5077); 

  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5079); 
  4.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5078); 

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3713); 
  6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5076);  

  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 
tentang Sekretariat Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 34); 
  9.  Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

204); 
  10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1229); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN 

KEENAM ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN. 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1229), diubah sebagai berikut: 
 

1. Judul BAB XV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
BAB XV 

NAMA, KELAS, TIPE, LOKASI, DAN DAERAH HUKUM 
 

2. Diantara Pasal 451 dan Pasal 452 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 451A yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 451A 

Ketentuan mengenai nama, kelas, tipe, lokasi, dan daerah 
hukum pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat 

pertama di lingkungan Mahkamah Agung ditetapkan 
dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pembentukan pengadilan. 
3. Pasal 451 dihapus. 

4. Pasal 452 dihapus. 
5. Pasal 453 dihapus. 

6. Pasal 454 dihapus. 
7. Pasal 455 dihapus. 

 

Pasal II 
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Februari 2025 

 
KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
  Œ 

 

    SUNARTO 
  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  Д      
 
DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 

 
 Ѽ 

 

DHAHANA PUTRA 
 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR       Ж  
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